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PENUTUP 

4.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian didalam Bab II tentang Wewenang Pemerintah 
Propinsi menurut Peraturan Perundang - undangan dan Bah III tentang 
Peyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Jawa Timur, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa; 
4.1.1. 	 Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi yang 
didasarkan pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah masih men~akan 
Peraturan Pemerintah yang mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 
1999 Tentang Otonomi Daerah sebagai acuan. 
4.12 	 Dalam Proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang 
beradal dari usul prakarsa DPRD maupun dari Lembaga Eksekuti 
daerah sampai dengan penetapannya menjadi Peraturan Dae~ 
Pemerintah Daerah dan DRPD berpijak pada Peraturan Tata Tertib 
DPRD Nomor 1 tabun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD 
walaupun Peraturan Tata Tertib tersebut mengacu pada Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun2004. 
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4.1.SARAN 
Berdasarkan kesirnpulan tersebut, dapat dirumuskan rekornendasi yang 
dapat mendorong keberbasilan penyelenggaraan Pernerintaban Daerah dan 
Pernbahasan Rancangan Peraturan Daerah sarnpai dengan penetapannya sebagai 
Peraturan Daerah yang akan digunakan dalam pelaksanaan urusan pernerintahan, 
sebagai berikut : 
4.2.1. 	 Undang - Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintah 
Daerah seharusnya langsung ditindak lanjuti dengan sejurnlah 
Peraturan Pernerintah yang rnengacu pada sernangat Undang -
Undang tersebut agar Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Daerah tidak lagi rnengacu kepada Peraturan Pernerirrtah yang 
terkait dengan Undang - Undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang 
Otonorni Daerah. 
4.1.2. 	 Perlu di boot rancangan Peraturan Pemerintah tersendiri khusus 
untuk proses pernbahasan Rancangan Peraturan Daerah sarnpai 
dengan penetapannya menjadi Peraturan Daerah yang rnengacu 
pada Undang - Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 
Pernerintahan Daerah dan Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 
tentang pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan. 
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